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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NOMOR : 503/0021/DPM-PPTSP/PF/2021
TENTANG

[ZIN PENDIRIAN PENDlDIK."’hN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK SANTO YOSEPH MEDAN,
SMP SWASTA SANTO YOSEP EEK IG'LNE}FM"I

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DJ’LH PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEH_ LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : a bahwa mengingat izin penyelenggaraan Yayasan Pendidikan Katolik
Santo Yoseph Medan, SMP Swasta Santo. Yosep Aek Kanopan telah

berakhir pada tanggal 29 Juni 2020 :lcngan izm Nﬂmor ::‘DS;'U{]EE,."DP".-'I-
PPISPIPF/ 2020, : 3

bl bahwa untuk Pe]aimanaam’Pmﬁlcn*’ggaraa.n . Lembaga Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama Yay&m Pendidikan Katolik Santo Yoseph
Medan, SMP Swasta Santo Yosep Aek _Kanopan dengan NIB
912[!2[&934{1333 dalam kegiatannya perlu mandapaf ‘Perpanjangan Izin
Pendirian Pendidﬂmrl Seholah Mmengah Pertama;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Is;cpala Dinas Penanaman
odal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
hanbaty Utara tentang Izin Pend:lrm_n Pendidikan Sekolah

ang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tﬂ:ming Sistem Pendidikan
oy dsional (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor T8,
“@E’ﬁ“ﬁ@bﬂhﬂn Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4301);

2, Undang-Undang “Nomeor 23 Tahuin 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 4869);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan Publik
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Nepgara Republik Indonesia Nomor S038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387),
sebapaimana teluh didbah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomar 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Megarn Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Megnra Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintall Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintoh Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5157);




Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tcnta.rfg Peﬁlﬂkﬁgnaii_i
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan u‘;fll_
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Ta!'lun EDIE Nomor 219,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang S#ﬂnﬁﬂr Iw'ﬂrsmnal
Pendidikan {Lembaran Negara Republik Jntliuncsm Tah_,un TQUEIJ h.n_mnr
41, Tambahan Lembaran Negara Republik ]ndc:fnr:sm Nomor 4496)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir deng_an_ Peraturan
Pemerintaly Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Ixcleta atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar _!\-aslsmnaj
Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun QDI:-I Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 5670}

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyclenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 221);

9, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tal.hun 2016
tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 934/;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 896); piialiliels il

11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara
{Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbaty Utara Tahun 2016 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daérah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor
g0, vl AN R ok

2_Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor O Tahun 2019 tentang
goerubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 21
'?"i\ 2017 tentang Pendeleépasian Kﬂﬁegg;qﬁaq__ Pelayanan Perizinan

- onperizinan  kepada  Kepala Dinas ‘Penanaman Modal dan

an Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara
‘aerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 Nomor 332);

~bpfaturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang
“Pényelenggaraan Pelavanan Perizinan Dan Non Perizinan Secars
Elﬂkﬂﬂﬂk‘_fﬁadﬁ-.Qj,ﬂﬁ.qﬁfgl;fﬁﬁamﬂ,;i@ﬂgﬂﬁﬂﬁﬁ' Pelayanan Perizinan
Terpadu Sati Pintu Kabupaten Labubgnbati Utara (Berita Daeril
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 Nomor 366);

14. Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 503/106/DPM-
FPTSP/2018 tentang Pembentukan Tim Kerja Teknis Pemberian
Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Labuhanbatu Utara:

Memperhatikan @ 4, Surat Permohonan Perpanjangan  Pendirian Yayasan Pendidikan

Katolik Santo Yoseph Medan, SMP Swasta Santo Yosep Aek Kanopan

yang berada di JI Sérma Maulana 8 No. 48 Kelurahan/Desa Aek

| Kanopan Kecamatan Kualuh Hulg Kabupaten Labuhanbaty Utarg
| MNomaor l-‘-}':ll,-"h"’i‘.YISek:'ul:,ﬂ'Illfzﬂﬂ:I tangpal 03 Maret 2037 tentang

Fermohonan Perpanjangan lzin  Pendirian  Pendid]
L . !
Mm'u:ug.r.m PE'I."I..LI.I’.I.][:[" k.E, 1 Srkﬂ[ﬂh

~Berlta  acara pemerikenan  dari  Dinas Pendidikan Kabupaten

Labuhanbatn Usara N e AT i :
3051; f Nomor 421.2/173.Dikdas/2021 tanggal 20 Mei

Nomaor 4'-_’i.'.3,|"l"|"ﬁ.DllchlEf2ﬂ21 tanggal 2 Juni 2021 Perihal

l k. Bekomendasi Telnis Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbaty Utara
Rekomendasi Teknis Perpanjangan izin Pendirian Pendidikan Fomal




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATL UTARA
TENTANG [ZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK SANTO YOSEPH MEDAN, SMP SWASTA
SANTO YOSEFP AEK KANOPAN,

Memberikan lzin Pendirian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kepada ;

Nama Usaha fPerusaliasn tOYAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK SANTO
YOSEPH MEDAN, SMP SWASTA SANTO
YOSEP AEK KANOPAN

Alamat Usaha/Perusahaan : Jl. Serma Maulana 8 No, 48
Kel. /Desa Aek Kanopan
Kec, Kualuh"Hulu

Nomor Induk-Berusaha (NIB] ; 9120209840883

Nama Satuan Pendidikan i SMP Swasta Santo Yosep Ack Kanopan
Program Satuan Pendidikan : Pendidikan Sekolah Dasar

KBLI « FPi-85122 '

Lokasi lzin : JL Serma Maulapa S:No. 48

Kel./Desa Aek Kanopan
Kee, Kualubh Hula

KEDUA + lzin Pendidikan Sekolah Menengah Partamaaabagaamana dimaksud pada
Diktum KESATU, berlaku sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan

tanggal 14 Juni 2024,

KETIGA i lzm Pendirian Pendidikan Sekolah Mnmngﬁh_&.w'mj sekaligus menjadi
Hin Operasional dalam menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama sesudi dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan vang
berlaku. i

KEEMPAT

Pimpinan lembaga Pendidikan Seckolah Menengah Pertama wajib
menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara. ;

KELIMA i Izin sebapgaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dicabut oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintg Kabupaten
Labuhanbatu Utara apabila bertentangan déngan ketentuan dan peraturan
vang berlaku dan atau tidak sesuni pada Diktum KESATU.

KEEZNAM » Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila
dikemudian hari  terdapat keékeliruan di dalamnya akan diperbaiki
sthiagaimana mestinya,

Ditetapkan di Damuli Kebun
Pada tanggal 14 Juni 2021
a.n, BUPATI LABUHANBATU UTARA

lermbusan Kepads i ;

1. Bupatl Labuhanbaty Utara sebagal [snovan;:
2. Kapala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbaty Ulars;

3. Kepaia Satuan Pollsl Pamang Praja Kabupatan Lehufanbaty Ulars
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